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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas tentang Perubahan Sanksi Illegal Fishing menurut Pasal 

93 Ayat (2) Undang-Undang Perikanan Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta 

Kerja. Permasalahan atau rumusan masalah penelitian ini adalah Dasar pertim-

bangan dirubahnya sanksi pidana menjadi sanksi administrasi bagi pelaku illegal 
fishing dalam Undang Undang Cipta Kerja dan Implikasi perubahan sanksi bagi 

pelaku illegal fishing dalam Undang Undang Cipta Kerja terhadap penegakan 

hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Metode penelitian ini adalah 

penelitian hukum (legal research), yakni penelitian dengan menggunakan bahan 

bahan hukum untuk memecahkan fakta atau persoalan hukum dan untuk 

mendapatkan bahan hukum tersebut serta menganalisisnya melalui peraturan 

perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan 

hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diberla-

kukannya Undang Undang Cipta Kerja khususnya dalam ketantuan Pasal 93 ayat 

(2) berdampak pada penegakan hukum khususnya oleh TNI AL. Terhadap tindak 

pidana perikanan (illegal fishing) tidak bisa dilakukan secara optimal dan tegas 

yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran ataupun tindak pidana perikanan. 

Dengan adanya perubahan ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) tersebut tidak 

menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi para pelaku tindak pidana perikanan 

khususnya bagi warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 

Kata kunci: UU Cipta Kerja, illegal fishing. 
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ABSTRACT 

 

This study discusses the Amendment to Illegal Fishing Sanctions according to 

Article 93 Paragraph (2) of the Fisheries Law after the Enforcement of the Job 

Creation Act. The problem or formulation of the research problem is the basis for 

consideration of changing criminal sanctions into administrative sanctions for 

illegal fishing actors in the Job Creation Act and the implications of changing 

sanctions for illegal fishing actors in the Job Creation Act on law enforcement in 

the Indonesian Exclusive Economic Zone. This research method is legal research, 

namely research using legal materials to solve legal facts or problems and to 

obtain legal materials and analyze them through legislation. Sources of legal 

materials used are primary and secondary legal data sources. The results of the 

study indicate that the enactment of the Job Creation Act, especially in the 

provisions of Article 93 paragraph (2), has an impact on law enforcement, 

especially by the Navy. Against fisheries crime (illegal fishing) it cannot be 

carried out optimally and decisively which can prevent violations or fisheries 

crimes. With the change in the provisions in Article 93 paragraph (2), it does not 

cause a deterrent effect for perpetrators of fisheries crimes, especially for foreign 

nationals in the Indonesian Exclusive Economic Zone. 

Keywords: Job Creation Law, illegal fishing. 
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